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Melr irrrbarrg a . hahu a  nrang daerah pan la i  d i  Kabu l ia tcn  l lne l  a i r  l ' i r r : r l . ; r ;

t r l  Per ; ta ia t tg  rnerupakan kanur ia  l i rha l r  Yang l \4 i r l r ; t  l ' s l

agar  dapat  d ike la la  dengar r  herda ta  gura  d ln  hcr l ras i i

gtul a perlu fl da n1,il pel en call aatl. p etlt al a att tlatt p elt gtrl t tl it I ia t i

tcrhat iap penBuas{tar i ,  penri l ikan, penggrr laan. pertrar r  l i r  : r  r

an dan pernel iharaanlr \  a gurla nlcncapai sel lesal- l rcs;rrrrv ir

keutakrnulan rak1,n1 .

ba l r rva  penge lo laan sunrber  da1,a  a la l r r  . yar rg  bcr l i r , - : k i r

ragan l  d i  dara tan .  d i  lau tan  dan d i  u t la la  per lu  d i laku l 'a r r

secara terkoordinasi dan terpadu dertgan surnber daya

manusia dan sunber daya buatan dalam pola pernbangurran

yang berkelarrjutan dengan mengembangkan tata nrattg

dalarn satu kesatuan tata l ingkungalr  yang dinarnis sr: l " ta

tetap (2 )
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te tap  nrenre l i l ta ra  ke les tar ia r t  ke t r ta t t tp t tan  l ingk t r r tgar r

hi t lup .

b a h r , v a  b e r r l a s a r k a n  p e r t i n r t r a t t g a t t  t e r s e b u t  d i a t a s

dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang f)aerah

Pantai  Kahupaten Daerah 
' l ' iugkat 

I l  Pcrrtalang detrgatr

Pera t r r ran  Daerah.

I i r rdar tg - t r r rdar tg  Nor t to r  l3  
' Ia l run  

l t )50  ten tang Pe ln-

hcntukarr Daeralr-daerah Kahupaten dalarn l - ingktrngan

I)r o;rirtsi Jawa'l'elrgah juncto Peraturan Penteritttah Nontor

l l  Tahur r  1950 le l tang Penetapan Mula i  Der lakunya

l l r rda l rF . - rn tdar rg ,  Nor t to l  l3  
" I 'a l r rm 1950 ,

I  j r rdang-rnrdalg Notnor 5 
' l -ahun 

|  9tr0 tentalrg Peraturan

[)asar Pokok-pokok Agraria ( l-embaran Negara Republik

In rJones ia  I 'ahun 1960 Nonror  104 
' I ' a l r rbahan 

l -e t t lbaran

Negara  Repub l ik  h tdones ia  Nonror  20"13 )  ;

U r r d a n g , - u n d a n g  N o n r o r  - 5  T ' a h u r t  l q 6 7  l e n t a n g

Kef  en tuan-ke ten tuan Pokok  Kehutanan (  l .e rnbaran

Negara  Repub l ik  Indones ia  
' fahu l  

1967 Nontor  8 ,

Tambahan [ .ernbaran Negara Reprrbl ik Indonesia Nomor

t1 t23  )  :

Undang-urrdaug l'Jonior I I Tahuu 1967 tentang Ketentuart-

ketentuan Pokok Pertanrbangan ( [ ,embaran Negara

Republ ik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tarnhahan

Lembaran Negara Republ ik [ndonesia Nontor 283 |  )  ;

[ /ndang-rrndarrg Nomor |  |  Tahun 1974 tentang Perrgairan

\ i  c r r : , . i l t  ua  t

l

5

( Lembaran (3 )
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( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3046 ) :

lindang-undang Nomor l3 
'Iahun 

1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
83, Tambahan l-embaran Negara Republik lndorresia
Nomor  3186  )  ;

Undang-undang Nomor 5 l'ahun 1984 tentang Perindustri-
an ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan l-embaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3274 ) ;

[Jndang-undang Nomor 9 'l'ahun 
1985 tentang Perikanan

( Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 1985
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3299'1 ;

Undang-undang Nomor 5 
'Iahun 

1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisemnya ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 49,
'fambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
34 le  )  ;

Undang-undang Nomor I  Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
l'ahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3427 ) ;

ll. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda

8.

L

10 .

Cagar  . . . . ( 4 )
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4

Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3a70 ) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor I15, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3501 ) ;

Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  ten tang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;

Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  ten tang
Penrerintahan Daerah ( l.embaran Negara Republik ftr-

donesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang

Tata Cara Pengaturau Air ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3225 \ ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 T'ahun 1982 tentang

Irigasi ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3226 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan ( I-,entbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985

l 7

Nomor  37  . . . . . . . . . . . . . .  (5 )
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Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndo-

nesia Nomor 3293 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 'l'ahuu 1985 tentang

Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara Republik hrdo-

nesia Tahun | 985 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negar a

Republik Indonesia Nomor 3294 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor l4 ' lahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintalran di flidanp,

Pekerjaan Umum kepada Daerah ( l-embarau Negat.a

Republ ik  Indonesia Tahun 1987 Nomot 25. ' l 'antbahat t

L.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3353 ] .

Peraturan Perner in tah Nouor  6 ' fahun 1988 tcntarrg

Koordinasi Kegiatan Inslansi Ver-tikal di Daeralr ( l.enrbar-

an Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nornor lo.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indottesia Norrttt t

3373  )  ;

Peraturan Pemerintah Nornor 65 l 'ahun l99l terttarrp

Sungai ( [ .emtraran Negara Republik Indonesia 
' l 'alturt

l99l Nonror 44, Tarnbahan l-embaran Ncgara Republik

Itrdonesia Nomor 3445 ) :

Peraturan Peurerintah Nontot '  5l ' I 'ahun l993 tcnl lnlt

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( l ,etnbat'arr

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Norttor 84,

Tambahan Lentbaran Negara Republik Indolresia Nontot

3538  ) ;

2 J .  P e r a t u t ' a l t . . . ( ( r )
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Peraturan Pemerintah Nomor l0 'Iahun 1993 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik tn-
donesia Tahun 1993 Nonror 14, 

'fambahan 
Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3516 ) ,

Peraturan Penrerintah Nomor 62 -['ahun 
1998 tentang

Penyeraharr Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang
Kehutanan kepada Daerah ( Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 106, Tambahan Lemharan
Negara Republik lndonesia Nornor 3769 | .

Keputusan Presiden Nomor 32 ' I 'ahun 1990 tentang
Pengelolaau Kawasarr Lirrdung ,

I ns t ruks i  P res iden  Nomor  I  Tahun  1976  ten tang
Sinkronisas i  Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrar iaan
dengart l l idang Kehutanan. Peftambahan. Transrnigrasi
dan I'ekerjaan Umum ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan dan Menteri Pekerjaan lJmum Nornor l9
'lahnn 

1984, 059/Kpts-tvl984 dan 124/Kpts/ 1984 rentang
Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Penanganan
f)aerah Aliran Sungai ( [lAS ) ;

28. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Ke-
hutanan
Nomor

KB
Penyediaan Lahan

082/Kpts-lU1984
tentang

550/246/Kpts/411984
Kawasan Hutan Pantai (Mangrove)
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untuk Pengembangan Usaha Budidaya l 'erikanarr i  Per-
tambakan) ,

Keputusan Menteri Pefianian Nonror . 681/Kprs/[Jnr/tt /

l98 l  tentang Kr i ter ia  dan Tata Cara Penetaparr  I lu tar r

Suaka Alam :

Keputusan Mented Kehutanan Nonror : 353/Kptsi l l /  lgttt t

tentang Penetapan Radius/jarak larangan penebangarr

pohon dari Mata Air, T'epiJurang. Waduk/Danau. Sungai

dan Anak Sungaidalam Karvasan Hutan, I lutan Cadangarr

dan Hutat r  la inr rya :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nortrul t l4 l-alrurt l t) t t  i

tentang Bentuk Pelaturan Daerah dan Pelaturan I)ael;rh

Perubahan :

Keputusan Menteri Dalanr Negeri Nornor l4t l  
- l 'alrrrn

1998  ten tang  Pedor t ta r t  Pe l r y t r su l ran  l )okok - l rokoL

Refornrasi Pembangunan l)aerah ;

-13  Ins t ruks i  Menter i  Per ta r r ian  Norno l  ,  837/Kpts / t l r rv ' lL

1980 ten tang Kr i te r ia  dan 
' l ' a ta  

Cara  [ ]c r rc ta ; la r r  l lu ta r r

l . i r rdrurg ;

34  lns t ruks i  Mer t te r i  [ )a la rn  Negcr i  Nontor  i . { ' [ ' ahr rn  l9 t t0

tentang Perrgelolaart  Kawasarr l . iudturg di  l )aerah ,

35 .  l )e la tu ran  Daerah l ) r 'op ins i l )aerah ' l ingkat  I  Jaw 'a  lu rga l r

Nornor I  Tahun 1990 tentang Pengelolaarr l - ingkut lgrt l r

I Iidup di t'ropinsi Daerah lingkat I Jawa 
'fengah ( I -enrtrar -

an l )aerah Propinsi  Daeralr  Tjngkat I  Jawa 
' l 'errgah' l 'a l t t t t t

l 9 9 l N o r n o r 9 ) '

36. I tor aturarr ( 8 )
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Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembar-
an Daerah hopinsi [Jaerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun

1994  Nomor  3  )  ;

l)eraturan Daerah Kabupaten Daerah' l ' ingkat l l  l )ernalang
Nonror 7 ' l 'ahurr 

l9f l7 tentarrg Penyidik Pegawai Negeri

S ip i l  d i  I - i nsku r rga r r  Pe rne r in tah  Kabupa ten  Daerah
' l ' i rrgkat 

i l  Pemalang ( t-ernbaran Daerah Kabupaten

l )aera l r  
' l ' ingkat  

I l  
- lahun 

1987 Nomor l4  )  ;

l)eratur.an Daerah Kabupaten Daerah' l ' ingkat l l  Pernalang
Norru.u 2' l-alrun 1994 tentang Pola Dasar Penrbangunan
Kahr ipaten L)aelah 

' f ingkat  
l l  Penra lang (  [ -ernbalan

l )acra l r  Kabupat .cr r  [ )aerah ' I ' ingkat  
I I  T 'ahurr  1996

Non to r  4  )  ,

t)eraturan l)aerah Kabupaten Daerah' l ingkat l l  Penralang
Norrr t l r  - l  ' l 'a l rur r  

l ( )94 te l l tang Rel rcana 
' Ia ta Rrraug

Wilayah Kabupaten f)aeralr ' l ' ingkat II  Pemalang (l .enrbar-

an f)aerah Kabupaten Daerah f ingkat II  ' I 'ahun 1997

Nornor I ) ;

l)errgan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
'Iirrgkat 

II Pemalang.

r6 .

rB

r q

1,

MEMUTUSKAN ..(e)
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH KABUPA'['EN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG TENTAN RENCANA TA1A
RUANG DAERAH PANTAI KABUPAT'EN DAERAII
TINGKAT-II PEMALANG

BAB I

KE'I 'EN-I 'TJAN TINI I IM

Pasa l  I

Dalarn l relaturan Daerah ini  yang dirnaksud dengarr :

a .  l ) a e r a h  a d a l a h  K a b u p a t e n  l ) a e l a l r  
' l ' i r r g h ; t r  

t l

I )errralang ,

b  Perner in tah  Daera l r  ada la l r  l l e lner i r r ta l r  Ka l rupater r  l )a r i i : l r
' l ' i r rgkat 

l l  Pernalang ;

c .  l lupa t i  Kepa la  l )aerah  ada la l r  [ ]upat i  Kcpa la  l )acr  l i r

Tingkat l l  Penralang ;

d .  Rencat ta  
' la ta  

Ruang Daerah Panta i  Ka l rupatc l r  t r )aer i r l r

f  ingkat l l  I )euralang, yang selanjutnya disingLat l l ' l  l { -

DP adalah rencana yang beris i  tel l tang aralrarr kcbi jaksan;r

an dan strategi penunfaatan ruang daerah pantai  yalr i l

m e r r r p a k a n  p e d o m a n  d a l a m  p e n y u s u t l a n  p r o q r a i l l

pernbangunan daerah pantai  ;

>

e. Ruang (  t0 )
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il.uilnF adalah waCah yalg meliputi ruang daratan, ruang
!ilritan Cnn ruanp, uciara sebagai satu kesatuan wilayah
tenlpat rnanrrsie dan makhluk hidup lainnya dan melakuk-
iln k*giatan serta ilrefireiihara kelangzungan hidupnva ;
'f,li;t 

$l.r:r'.lg arii,iirlr rt'liiriri slruLtural tliln poia pernanfaatan
i 'r; i jnl l  bair< f i i rencani;kan nlaupun t idak ;

i ) . :na i i ra l i  Rrr l t r r  g  at l i r lah r ' ) ! ' { . }ses pe! 'eniJ$i laan teta ruanE

; i , - : r i l a * i ; r a t i u t  ! ' l - r a ; rF ,  i i a r :  pengenda l i an  pen tan faa tan

n la i lP  ;

; ; . i j i ' . . ] i : : r  : , ; : i : ;  i . . , i , :  : i i . t  l i l i l :  i l r i l  i i i i c i i  l l r r e i i q - r i i t i a i i n  l i i ! : i

1 : l l ; ! : 1 i

: - l - ,q:ai t  i " , rr ; i ; i i  , r . i ; i i tL:  #i la i , i i ! r  pct. t r j i i r?. lal i  a ir tal 's i ia lai

r i . l r i  i l ;ut ,  kc . i ,ah r i i r : i i t  ; r rel i l iut i  I lagialr  duratan ;" 'ang
l ; . . : t l r  t i i l ; c ; re i i r . i t i i ;  ' r l t ' ? r  s i i : r t -s i f * t  !au t . : ;e i iangk : ;n  kear : i r

i : - iu l  rner icakup i ; i ;g i ; rrr  ia ir t  yang rnarih r ! ipen*:rrr ih i  ulc l t

; i i  { )ses y 'arrg ter jat l i  a i  i iarat ,

l i l r , ,  ls:r- ' r  adl ' ! r :11 l r t ; ' : i . , , ' l l i  d1:ngan f i rngsi  i . r tRrla l indrrce

; i { l i r r  i r l i { i t i l a } 'a  .

FIutan adalnlr sri tau l ; i !)angan perturnbuh*ir pohcln valg
seuara keselunrhan :rreruoakan psrsekuti lan hidup rlanl
iravati treserta : ingkrrrEannya dan vang ditctapkan cleh
Femerintah setra,eai hutan ;

Kan'asan hutau adalah rvilayah-r..,iiayah tertentu vang
oleh l!{enteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai
l.:rrtan ;

I

m.  Kawasan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t  I  I )
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Kawasan Lindung adalah karvasan yang ditetapkan dengarr

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan lridup

yang mencakup sumber daya a lam, sumber daya

buatan ;

Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya pettelapan,

pelestar ian dan pengeudal ian penranfaatan kawasat t

lindung ;

Kawasart I lutan Lindurrg adalah kawasart hutan yarrg

memiliki sifat khas yang mampu mernberikan perlindung

an kepada kawasan sekitar nraupun kawasan barvaltaruiy'l

sebagai pengatur tata air, pertcegaharr baniir dan erosi

serta memelihara kesuburan tanah ;

Kawasan resapan a i r  adalah dacla l r  ya l rg  menrr t t t t - t i r i

kemautpuan t inggi utttuk meresapkan air hujarr sehittget

merupakan tempat pengisian ail burni ( akuif'er ) yang

berguna sebagai sumber air ,

Senpadan pantai adalah kawasart tertentu separtiang !)anl;i I

yang menrp unyai rnanfaat perrtin g unt uk urelrtp etlalt att ka r t

kelestarian fungsi pantai ;

Setnpadatt sungai adalalr kar.vasati se;lanjarrg kir i  kiur:rrr

sungai .  ter rnasuk sungai  buatan/kanal /sa luran i r ig ls i

p r i n re r  yaug  n le lnp r rny 'a i  n tan f ta t  pen t i r rg  t t t t t t r k

mempertalrarrkan kelestarian fungsi sungai ;

Kawasart pantai berhutart bakatr adalah karvasalt pesisir

laut yang nrerupakan habitat alami hutan bakau ( nran-

grove yang berfungsi memberi perl indungan kepada

!

y

per i ke l r i dupan  . . . . . . . .  . . . . ( 17 )
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perikehidupan pantai dan lautan ;

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

korrdisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
rnanusia dan sumber daya buatan ,

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama pertaniarr ternrasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

Karvasan perkotaan adalah kawasan yang nrempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai  tempat  permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

Tanah Tinrbul adalah tambahan daratan di daerah pantai

baik karena pengendapan, pertumbuhan terumbu karang,
nlaupun karena proses tektonik.

BAB r r  . . . . . (13)
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BAB I I

ASAS, TTIJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian  Per tama

y

Asas

Pasal  2

RTR-DP berlandaskan pada asas manfaat, berdaya guna
terpadu,  se i rnbang,  keterbukaan.  persa 'aan.  keadi lan.
perl indungan hukurn.

dan berhas i l  guna.

berke la t r ju ta l  da l r

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

hrjuan R"I 'R-DP adalah :

a '  Merun r r r skan  keb i j aksa r raan  pokok  pen ran faa lan  ruang  d i  4ae ra5
pantai ;

b' Melrgasilkalt suatu retloatta tata ruang yang optirnurn dalarrr arl i  rrrenrbcr iki lrr
manfaat sebesat'-sebesat' t tya untuk nrernenuhi kebutuhan rpasyrir-a1at.

y dengan t idak meninggalkan kaidah konseryasi clarr kelestar-ian alanr .
c .  memadukan  p log ram a r l t a r  I ns tans i  da ra rn  rnenge lo la ,  r r re l rgga l i

nremarrfaatkan, dan mengembangkan potensi daerah pantai ;
d nrenetttukan arahan pemanfaatan daerah pantai dalarn kaitannya dengarr

sistern pengembaugan dan penrbangunan daeralr.

Bag ianke t i ga  . ( t 4 )
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Bngian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Si rsatan R' l 'R- l ) l '  a t la lah terc ip tanya penra l r faatan daera l r  panta isesuai  dengarr

froteusilrya gutra melnberikan marrfaat yang sebesar-besanryir bagi rnasyrakat
rl irrr tetap ter 'pel ihararrya sirnrber daya alarn hayati dalr ekosistentnya.

Bagian Keempat

[ 'ungsi

Pasal 5

l ' r r r rgs i  R ' fR- l )P adalah :

: ! .  sehagai  t lasat  hagi  Perner in tah f )aerah rnemher ika l r  arahal r  da lanr

l lcnyusurlan progranr dan proyek pernbang,ur)an yarg belkaital i  delrgan
pernanfhatan t 'uang di daerah pantai ;

b sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi penranfaatan ruang daerah
par t ta i .

BAB T I I

Kl. l) t lDtlKi lN, Wll-AlAll  DAN .fANGKA WAKTTI PELAKSANAAN

Pasal 6

Kedudukan R'IR-DP merupakan :

a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Pola Dasar
Pembangunan Daerah ;

b .  dasa r  . . . . . ( 15 )
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b- dasar pertimbangan dalam penwsunan Renoana Pembangunan Lima
Tahunan Daerah ;

c. dasar Penlruzunan Rencana Tata Ruang jenjang di bawahnya ;

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RTR-DP adalah selunrh daerah pantai utara hingga

.l 
jalan raya Tegal - Pemalang - Pekalongan yang secara administratif meliputi
29 desa / kelurahan seluas | 3 400 Ha yang masuk di dalam Kecamatlrr
Pemalang, Taman, Petarukan. dan lJlujarni.

Pasal 8

Jangka waktu KIR-DP adalah l0 (sepuluh) tahun darr setiap 5 ( l irna) tahurr
sekali dapat ditinjau kembali.

BAB I v

s'I 'RtrKTtrR TA1A R[IANG DAliRAtl PANIAI

. Bagian Pertama

t  
Tata Jenjang Pusat  I 'e layanan

Pasal 9

I\sat pelayanan daerah pantai adalah :

a. Kecamatan Pemalang, di Kelurahan Sugihwaras ;

b. Kecamatan Taman, di Desa Asemdoyong ;

c .  Kecamatan . . . . . .  .  (16)
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cr Keci l rrratan pelarukarr di  t )esa I  oning :
t l  Kccarnatan l , l lu. iarni ,  di  Desa Moio

l f : rg ian  Kedua

Penge ln l lang*n  l )aerah  panta i

pa ,sa l  l0

I 'errgenrbangan Daerah pantai  t l iarahkan untuk :
; r  K;tr . r ' ; tsarr l - i r rdung ;
l r  Karvasan hud idaya ,
c K. l l l , l rsarr perdesaau :
( l  l i , t r \ \ racalr  PerkOtAan.

B A B  V

. {  I ,OK. {SI  P} , i l |ANFAATAN RUANG

Bagian pertama

Kawasan l , indung

Pasa l  l l

Kawasan lirrdung di daerah pantai meliputi :
a. Kawasan Perlindungan Setempat ;
b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya ;
c. Kawasan Rawan Bencana,

Pasa f  12  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ( t 7 )
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l'l

Pasa l  |  2

Kawa.san perl indurrgatr setelnl lat  sebagairnana di l rur l 'srrd I tasir l  |  |  hul  rr l '  a

[)eraturan Daeralr  i r r i  adalah :

a  Kaw'asat t  Se l t tpar lan  Panta i  rnc l ipu t i  dae ra l r  separ r i rn  tcp i l r r  la r r t  1 'a l r iq
lehart lya proposiorr i r l  dengan trentuk clc l tg.arr koirdis i  f is ik parrtai  : r tk lrralr l i -

kurar tgnya l t )0  r r re te r  da l i  t i t i l i  l )asar rg  tc i t i r :gg i  t r r : l r i ; l r  r j rua{

h  K; r rvasat t  Ser r rpadar r  . { r r r tga i  r r rc l ip r r t i  ka l ras l t r r  sck tuar re -kur i tnq l r i ' ; r  l ( } i )

n re te l  d i  k i r i  kanat t  sur tga i  besa l  d iu t  50  ur * te t  t l i  k i r i  ka i ia r r  s rn rg l i  Lcu i l

yangt l i lua l  p r r r r r r rk i rnar r ,  dar r  l0 -15  n tc : te r  lu rq id l rc l l l i  var lp  su t iu l r  t r r r ! ;1n , , ,

l l e rn ruk in ra  r r

P ls : r l  I  J

Kawasar t  S t raka  ; \ la r t r  Jar t  Cagar  Br rdar : r  sebaga i r r ra l ra  d in raksur !  Pasa l  l l

l r r r r r r { ' b  [ ' c r a t u r a l r  [ ) a e r - a h  i n i  a d a l a h  .

; l  Kautsa l t  panta i  berhu tar i  hakau ) 'a r lg  le l )a rnva  tn i r r i l : ra l  2 ( i0  n re te r  dar i

sar is  a i t  suru t  te rer tdah kearah dara t  -v -ang. iuga d is r - -bu t  ia l i r r  h i iau  yang

ter lc tak  d i  Kccanra tan  [ ]e ta r r rkan dar r  I l l u ianr i  .

l r  Kar,r ,asan cagar budaya dal i lnru perrgetahuarl  ) 'ang rnerupakan tenrpat

se i la  n rang d i  sek i ta r  bangunan her r i la i  budaya t ingg i ,  s i tus  purbaka la

r lan karvasalt  detrgat i  l lentukan geologi ter lentu vai lEi  ulenr l luuyai nranfaat

t inggi utr tuk perkernbangan i l rnu pengetahuan yai lg ter letak cl i  Kecamatan

Pemalans .

I
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Pasal  14

Kawasan Rawan llertcana sebagaimana dimaksud pasal ll hunrf'c peraturan
Daerah ini adalah daeralr rawan bencana hanjir di wilayah Kecamatan petamkarr
dan Ulujami.

B a g i a n  K e d u a

Kawasan l lu t l ida l ,a

pasa l  l5

Kar rasan hud ida l ,a  d i  daera l r  pa t ta i  n re l i y ru t i

&  l , a l r a n  l l e r l a n i a l r .

b  l .a l ran  per ikanar r  :

c  K a u , a s a n ; l e r i n t l r r s f l . i a n .

d  Kan.asan w isa l  a

c  Ka 'uvasar r  pe lahr rha l t  pcnr la ra ta l r  i ka t r

pas : t l

|  -aharr l )er tarr ialr  scbagai l rraua dirnaksud
i r r i  rne l ipu t i  .

a  l )e r - lan ia r r  ta r ra r r ra l r  se l rn rs i ln  laha l

f t a l t l ; t i .

b  l ) e r l a u i a n  I a n a n r a l l  s c r r r u s i r n  l a h a r r
pa l r la i  ;

t 6

pasal |  -5 hur ul '  a Per.atrrralr I)aerah

basal r  ter le tak d i  se lunrh daera l r

ker  ing rer ' le lak d i  se lur .uh daerah

Pet 'kehunan l)c l l t tanert  I  tatrarrralr  talrunalr  tc l ' letak di  Kecanralalr  l )e{arukalr
dan (Jlu. janr i

Pasa l  l 7  . . . .  .  (  tOy
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P a s a l  l 7

Laha l r  per ikanan se t raga in ta l ta  d imaksud pasa l  l5  huru l ' t r  l ) c ra tu ra l r  l )aera l r
ini  adalah Perikartan Tanrbak ter letak diseparr. jarrg pantai  varrc bcrair .  payal
< l i  Kecarnatan  Perna lang,  ' fa rna l r .  

Pe t i rn rka l r  dar r  I l l u ia r r r i

P:rsal I fl

J  K a w a s a t t  l ) e t i t i t l t r s t l i a n  s r b a g a i n r a n a  ( l i r l l a k s r r d  p a s a l  i i  h L r r r r t ' c  l l c r a t u l a r r
l )aerah  in i  l r re r t rpakat t  ka*asan per i r r< lus t r i , t t t  n l r r i - . l rga l r  d i r r r  bcs i r l  t i r r rg  tc l l r : tak
d i  Kec ; r r r ra ta r r  Penra la l rg  dan I 'anra l r

Pasal |  {)

Kauasan rv isata sebagai rnarra d i rnaksud pasal  l5  hunr l ' t i  Perarura l  l )aera l r
i r r i  lne l iput i  :

a .  l 'a t t ra t t  'uv isata pal ta i  ter le tak d i  Kecarnatarr  l )cr r ra la l re , ' l -a l r ra l r .  petarukau
dan I l lu lanr i  ;

b 
' lattt i t t t  

wisala budaya terletak di Kecarnatan Penralang dan glujarni.

Pasal 20

J  Karvasan  pe labuhan  pen t l a ra tan  i kan  sebaga i l uana  d in raksud  pasa l  l 5
huruf e Peraturan Daerah ini terletak di Kecarnatan Penralang, Tauran dau
l l lu jami .

Bagian Ket iga .  . . . (20)
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Bagian Ket iga

Kawasan Perkotaan dan perdesaan

Pasa l  2 l

( l)  Karvasan Perkotaan terletak di t iap pusat ibukota Kecanraran

(21 Kaw'asan Perdesaan ter le tak d i  luar  kau, ,asarr  per .ko laan.

BAB VI

PENGEI ,O I , ,TAN I 'AN  I I I  I ' IM I tT I I ,

Pasal  22

(  l )  lanah t i rn t ru l  d ikuasai  o le . f r  negar .a

(2\ Perltal l faalal) lat lah t irnhul oleh nrasl,arakat lrarus seizin l trrpati Kepala
Daer a l r

t i . rR  \ ' t l

I ' t .  t ,At (s . , \N. \ .4  N R' , t ' l l -DP

I 'asal  2J

l l c t t y r t s t t t t a t l  d a l t  l l c l i t L s t r t t i r  i ! r :  l ) l  ( ) g , l ; u r r  I  p r  t r 1 , c k  d i  d a c r i r h  l l a r r t a i  y a r r g  
r ' -

t l i sc lc i lgga taka l t  t r le l t  l r rs ta l rs i  l ) c r r re l ' i l r lah ,  Sr r ,as ta  dan lnasyarakat  ha l .us
b e r  d a s a r  k a t l  p a d a  p o k o k - p o k o k  k c l r i . i a k s a r r a a n  s c b a e a i l n a l r a  d i n r a k s u c l
l lA l l  V  l )e ra lu l .an  l )a r ' ra l r  i r r i

l ' a s : r |  24 .  .  .  .  ( ' l l l
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Pasal  24

peta R"l 'R-Dl'skala | ' .25 000 dan penjelasannya tercantum pada l-ampiran

yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari Pcratulan Daerah ini.

Pasal  25

Rl'R-DI, bersif'at terbuka untuk untunt dan di telllpatkart di Katrtor l)enlct'ittlalt

J Daera| t lan tenrpat-terl lpat yattg ntttdalr di l i f tal ntasyatakat

Pasa l  26

Masyalakat fuelhal,  ut t tuk nrent lapatkalr  infbnttasi  t t tet tgcttai  l { l  R- l) l )  seeala

cepat- tepal t larr  t t ludah

RAB \ ' I I I

t ' l lNt I t lN, tAN D.AN PtNGEND,\ l . lAN l t ' l 'R '  Dl '

Pasnl  27

(  l )  Peurb in lar r  da l r  l reng,err t la l ian dalat r t  rangka peng,e l t l laarr  R ' l ' l { - l ) l '  l t r l l t r l '

,  )  rnelr. iaurirr tercipttnya lujuan dau sasaratt sebagaitr l i t t ta di lrraksttt l  t l i r latr '

l tasa l  3  6aryI  [ re la tur  au l ) i rer  a l r  in i  d i l ; rkr rk ; r t l  ( ] lc l t  I ] r r l l t t i  Kc l t i r l ' t

Daeralr

(Z l  Keterpat luarr  pe laksarraan R' l  R- l ) l )  t l ihoord i r tas ikat t  o le l t  I l t tPal i  Kcpal i r

I )ael  ah

Pasr l  2 t t  . . . . .  ( 28 )
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Pasal 28

( | ) Pengendaliarr penrbangunan fisik di daerah pantai dilakukan melalui

kewenangan periziran yang ada pada instatrsi Pemerintah.

(?-t I 'enert ihan di lakukarr oleh Perrrcrintalr l)acrah berdasarkan alas R'l 'R-

DP

(3t I)errralrtauan t lan l lerrcegaharr scgala kegiatan pembanguuarr Vang ber-

terrtangall  clerrgan Peraluran Daerah iui,  nrelr iadirvewenang dan tartggung

iawab Ll 'amat seternpat darr dalaln rvaktu selambat-lanrbatnva 3 r 2-l . i lun
' , r 'a j ih  nre lapot 'k i tn  kcpar i i r  Rupat i  Kepala l )aerah.

BAB IX

PIRTIB, , \HAN R'TR -  DP

Pasal  29

(  l )  R ' l 'R -DP yang  te la l r  t l i t e tapkau  dapa t  d iubah  da r t  d i ses r ra i kan  dengan

keadaan

{21 Perubal ran sebagai rnana d imaksud ayat  ( l )  Pasal  i r r i  t l i te tapkan der tgan

Peraturan f)aerah.

BAB X

KETENTTIAN PTDANA
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Pasal 30

Barang siapa melanggar ketentuan BAB V Peraturan Daerah irri diancarn
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda seharr-\,ak-
banyaknya Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

Selain t indak pit lana sebagaimana dimaksrd ayat ( I  ) I lasal ini^ t irrdak
pidana yang mengakibatkan ;rerusakarr dan atau pencelr)aran l irrgkurrearr

hidup. diancam pidana sesuai dergatt l leraturan perulrdang-undangarr 1,arrp
ber  laku.

B A B  X I

K E T R N ' I ' t I , { N  P E N Y I T T I  K , t N

Pasa l  3 l

Selain oleh pejabat penvidik ur lnrm. penvidikan alast indak Fidarra scl ,a! : ; r i r , r l r ! ; i

d in raksud da lam l 'asa l  30  l le ra l r r ran  l )aera l r  in i ,  da i r ; r t  . i r rga  d i iakuL; i t l  , i i ,  i '

Peny id ik  Pegarva i  Nege l i  S ip i l  d i  l - i r rgkur rgau l )e t r re  r i t t tah  l ) r re ' r r l t  var r r i

pengangkatan .  kervc t tangan dan da la rn  men ja lanka l l  l r . lpas  t l i te l ; ipk t r r  susu: r i

dengau Peratulan Perurdaitg-undaugan 1,ang berlaku

BATI  X I I

KT] ' I 'EN' I 'T ]AN P] ]RAI , I  I I  A N

Pasal J2

I)engan berlakunya Peratutan Daerah ini rnaka

J

f'

a. Kegiatan Qay
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a Kegiatan yang telah ada di  daerah pantai  berhutan bakau (mangrove)

tetap di laksanakan sepanjang t idak l rrerrgganggu t iurgsinya

b Kegiatan \ /al lg telah ada dan dini lai  nrengganggu f i rngsi  karvasan pantai

bcl l t t t ta l t  l l : :kau {nrartgt 'ove)dicegah; le rkenttralrg,annva cl i r rr  qercara hertahap

t l i ; r l i l r k i r r r  l tada  karvasar )  ya l lg ,  scsr ra i  l lenu t t r rkar r i rva  .

, .  K.:g.ral iur '1,1111o i  ct" l t i rksa -yi lng trc l i : ; t l i l r  l i r rrgsi l . ,a lr  kc !- l  t l : re:r  i rh palr tai

l r , , ' 1 1 1 1 1 f  i , ,  l r l r k a r r  i  M ; r r t g r o v e  t  t l i l r l r r r  s c s r r i r i . l c i r g a r r  k c t c r r i r r a r r  l ) e l r i r r d i r r r g -

i r r t r l ; r t l l a n  t ' a r r s  b c r l a k t r

l t , , \ t r  \ i l1

K l l  l ' t iN ' l ' t l r lN  P [ -N l r I ' l rP

Pasal 3.1

l l . r  I  i r ; r i  r , i i r r p ,  bc l r rn l  d ia tu r  da l i r  r n  I ) c la r r r r ; r r '  l ) xc ra l r  i r r i  aL i rn  d ia t t r r  l cb i l r
i r : r t i t r l  o l , l l t  [ ] r ip i t t i  Kepula Dael ' ; t l t  seIa i r . i ' r t r , , .  r r rer rgerur i  i lc laks; r r r , i r r r l ' ;1

l l as ; r l  34

St iak  [ rc r la l ' i t t t1 ,a  l )e la l t r ran  [ )aera t t  i l t i .  l l taka  sega la  ke lc r t tu i r r r  la r rq  r r r i r te r inya

l r c r t t ' t r t a r t g a t t  d e t r g a r t  P c l u t u r a r r  D ; r e r a h  i r r i  d i n y a t a k a n  t i r l a k  t l e r l a k r r

P;rsa l  35

Perat r r ran f )ae lah in i  rnu la i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
Agar supaya setiap oraug dapat mengetahuilrya rncnterintahkan pengundangall
Peraturan Daerah in i  dengan penempapnnya dalam Lenrbaran Daerah

Kabupaten . . (25)
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Ka[rupaten Daerah ' l ' irrgkat l l  Penralang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERATI

.TINCKAT II PEI\,IALANG
Ketua,

cap
nd.

H. TARI}fTII)JI

Di te t  ap  kan

pada tanggal
BUPATI KEPALA

PEfu I

d i  Pema lang

I Jul i  l9e9

DAERAH TINGKAT
ALANC

il

J cap
t td.

Drs .H.Ml lN lR

lJ

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor :  12 Tanggal  :  2  November 1999

Ser i  .CNou ro r : l

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

cap,
ttd.

Drs. H. MOELTONO
Pembirra Utama Muda

NIP, _s00029622

pf,NJf,LASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( l )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



I

P f ,NJELASAN

ATAS

PERITII'RAN DAERATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT' II PEMAI,AI\G

NOMOR 13 TAHTIN 1999

TENTANG

RENCANA TATA RUANG DAERAH PANThI

I  KABTIP{TEN DAERAH TINGKAT I I  PEMALANG
' J

I .  PDNJf ,LASAN TIMUM.

Rencana Tata Ruang Daerah Pantai di Kabupaten Daerah'lingkat

Il Pemalang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II  Pemalang yang menyajikan arahan

pemanfaatan lahan di daerah pantai berdasarkan kesesuaiannya terhadap

kondisi biofisik dan sossial ekonomi. Disamping itu pula nrerupakan

penjabaran dimensi Tata Ruang, pola Dasar Pembaugunal Daerah Tingkat

l[ Pemalang serta mengacu pada Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Oleh karena itu Renoana Tata Ruang

Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalng diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan pemanfaatan lahan di daerah pantai, mengatur

kebijaksanaan pembangunan serta penggunaan ruangnya.

' .) Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten

Daerah fingkat II Pemalang adalah dalam rangka penataan ruang yang
- lebih khusus dan telpadu untuk pemanfaatan sumber daya alam, sumber

daya manusia, sumber daya buatan sekaligus sebagai modal bagi rencana

sektoral. Dengan demikian sudah selayaknya bila perkembangan

Pembangunan . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  (2)
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penrbangunan daerah pantai di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

dievaluasi, dikontrol dan dibina, dengan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai

sehingga terjadi keseinrbangan antar sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rencana Tata

Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

I I .  PEN.IE, I ,AS,AN

Pasal I s/d 6

Pasal  7

Pnsal t l  s/d 12

l ' : rs : t l  I  J  huru l '

PASAI, DENII PASAI,.

:  Cukup Jelas.

: Yang termasuk dalanr 29 Desa / kelurahan.

yaitu Mulyoharjo, Kebondalem, Pelutan.

Danasari, Wduri, Sugihrvaras, l-awangtejo,
Taman ,  Wanare jan ,  Be j i .  Kabunan ,

Kedungbanjar, Asenrdoyong, Pegundan,

Bu lu ,  Tega lm la t i ,  Lon ing .  K la reyan ,

Kendaldoyong,  Tasikre jo,  I lurn i re jo .
Kaliprau, Kertosari,  Parnutih. Blendung.

Ketapang, Limbangan, Mojo. Pesantren.

: Cukup Jelas

ru : - KeoanratanPctarukalr

Desa Lonirrg, Klareyan dan Kendalt lo-
yong.

- Keoamatan [.llujarni

Desa Tasikrejo, Kaliprau, Kel ' tosari,

Illeuduttg, Ketapang, I.inrbangan, M.rJo,

dan Pesantren.
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Pasal l3 huruf tr

Pasal  l4

Pasal  I5
Pasal  16 huruf  a  dan

Pasa l  l 6  hu ru f  c

Pasal  l7

3

Ke lu rahan  Mu lyohar jo ,  Kebonda lem,
Pelutan, Sugihwaras, Desa [)anasari, Wduri
dan Lawangrejo.

- Kecamatan Petarukan
Desa Kendaldoyong.

- I(ecamatan lIlujami
Desa Limbangan, Desa Mojc dan f)esa
Pesantren.

Cukup Jelas
Culmp Jelas

- Kecamatan Petanrkan
Desa  Pegundan ,  Bu lu , ' l ' ega l rn la t i ,
Loning, Klareyan dan Kerrdaldoyong.

- Kecamatan Ulrrjami
Desa Tasikrejo, Bumirejo, Kaliprau,
Ker tosar i .  Pamut ih ,  B lendung,  Ke-
tapang, l- imbangan, Mojo dan Desa
Pesantren.

Perikanan tambak yang dimaksud dalam
Pasal ini tidak diperbolehkan berada di
dalam kawasan lindung, suaka alam dan
cagar budaya. Tambak yang telah ada di
kawasan ini harus dikelola dengan teknik
wanamina.

Industri Menengah rnenggunakan UKL-

b :

.>

Pasal  l8

UPL . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . .  (4 )
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UPL, dan Industri  Besar menggunakan

Amdal.

- Kecamatan Pemalang

Kelurahan Sugihwaras, Desa Danasafi,
Widuri dan Lawangrejo

- Kecamatan Taman

Desa Asemdoyong

Pasal 19 huruf a : - Kecamatan Penralang{

Desa trVitiui'i riar F"eluralran Sus.iirrvar as

- Kecamatan Taman

Desa Asemdoyong

- Kecanratan Petarukau
Desa l-onirrg

- Kecamatan [Jlujanri

Desa Blendul rc

Fi rsr l  19 hurr r f  b  :  -  Kecalnatan Pemalang

Desa Lawangrejo

- Kecanratan Ulujarui

f)esa Pesantren

llasal 2(l :  - Kecarnatan Pemalang
Kelulahan Sugihwaras, f)esa Widuri

-  Kecanratarr ' Ianran
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9]*s::l 2.t s/tl 35
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Desa Asenrdoyong.

- Ker-,arnalan I i lu. iami.

Desa Ketapang" Desa Mojo.

.  C i rkup le las .

.  ( ' r rkup Jcr l i ts.

.  
' l anah 

t i i i r i ' * l  r ' : r r rg  -c11{2 f i  d i rn i l i k r  ha t 'us

her { iurgsi  scbagai kavr,asan i i l l t lung. perni i ik

berkewai i t ia r t  n re i rksanakan l  ek r - .n iendas i

\ane r l ih r r i kan  c l r ' l i  i Ju r ra t i  Kcpa ia  i laera ! ' ,

L 'ukLrp  " l c la "

i -  )

p{NJSLASAN , . . " . .  . . . . " . . . .  . .  ( 1 }
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Pf,NJELASAN

PETA RENCANA TATA RI]ANG DAf,RAH PANTAI

KABTIPATIN DAERATI TTNGKAT II PIMAT,ANG

SKALA I : 25.000

Pendahu luan

Penyusunan tata ruang daerah pantai Pemalang berttr irran ttt t tuk

nrengl ras i lkan suatu renoana tata ruang yang opt i r t tum, t lan dapat

nrember ikan mantaat  sebesar-besarnya untuk memenuhi  kebutuhan

rnasvarakat. Kegiatan ini di lakukart dengatt t idak urenirrggalkan prinsip-

prinsip konsen'asi dan kelestarian. Dengan dernikian diharapkan setiap
jenis penggunaan lahan di daerah pantai dapat herkentbattg sesuai r lertgan

fiurgsi dan kemampuannya.

Secar a lehih rinci tujuan dari penyusunan tata ruallg daerah pantai

irr i  adalah . ( l)  nrernanfaatkan sefta utemadukan prograrn antar i t tstansi

terkait dalam rrrengelola, nrenggali. dan mendayagunakan sumber dayanya.

(2) ntenentukan arahan pemanfaatan firngsi wilayah pantai dalam kaitannya

dengan sistem pengembangan daerah pantai.

Sasarau wilayah dalam penyusunan tata nrang ini adalah seluruh

daerah pantai di Kabupaten Pemalang, yang mencakup seluruh desa

(kelurahan) sepanjang pantai dan atau desa di belakangnya apabila pengaruh

pantai nrasih dijumpai hingga jalan raya Tegal-Pemalang-Pekalongan.

Secara keseluruhan kawasan ini termasuk pada sabuk pembangunan yang

berkembang pesat.

>

Metode . . . .  (2)
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Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan tata ruang daeralr
pantai ini adalah dengan menggabungkan metode analisis kesesuaiarr lahan
berdasarkan kondisi fisik lahan dan karakternya ( diperoleh dari Peta
Geomorfologi/ Peta bentuk lahan ) dengan kondisi sosial ekononri dan
budaya masyarakat serta jenis penggunaan lahan yang ada ( dari Peta
Penutup Lahan ). Selain daripada itu juga mempelhatikan rencana tata
ruang wilayah yang sudah ada, berupa Rencana Detail 

'l 'ata 
Ruang Kota

(RDTRK).

Peta-peta yang digunakan sebagai dasal penyusunan kegiatan ini
dihasilkan rnelalui kornpilasi peta-peta yang sudah ada, seperli Peta Rupa
Bumi Indonesia berskala | :25.000 (Tahun l99l), Peta Tanah T' injau
Karesidenan Pekalongan berskala I : 250.000 ( dari Direktorat Agralia
Jawa Tengah ). Peta Geologiberskala l : 100.000(dari Dilektorat (ieologi).

Untuk memperoleh garnbaran keadaan wilayah yang rnendekati
kondisi sekarang dilakukan interpretasi citra satelit Landsat I'M (perekanran

5 Agustus lq95) ,  dan d i lan jutkan dengan u j i  lapangan pada bulan
Deserutler 1996.

Diagranr al ir dalam penyusunan tata ruailg daerah pantai ini,

disaj ikan pada Ganrbar l .  sedangkan persyaratan karakterist ik laharr bagi
herbagai peruntukannya disaj ikan pada Tabel I dan 

' l 'abel 2.

Hasil  analisis kesesuaian lahan tersebut digunakan sebagai salalr

satu peil imbangarr di dalanr pembuatai l  rekonreldasi, yang dihuat secara
berjenjang, sehingga pada satu tnt i t  lahan dapat di lekomerrdasikan urttuk

herbagai pong,gullaalr sesuai dengan priori taslrya.

( J a n l b a r  I ( 3 )
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Pemerian Satuan pemetaan

Dengan metode yang digunakan diperoreh kesesuaian lahan ya'g
seoara garis besar dibedakan meniadi 6 kerompok utanra, yaitu :

A. Pertanian

B. Perikanan

C. Permukiman
D. Hutan

E. Industri

F. l.ahan terbuka

satuan pemetaan yang digunakan pada kegiatan i'i adalah satuan bentuk
lahan karena pada prinsipnya setiap satuan bentuk lahan rnemiliki karakter
yang homogen atau serupa.

- Tanaman semusim lahan basah (At )

Daerah yang tepat dipertaharrkan untuk tanaman semusim lahan basah
adalah yang pada saat ini berstatus sebagai sawah, membentang
sepanjang jalur jalan utama hingga ke arah utara dimana pengaruh
laut lebih dominan sehingga kegiatan ini tidak dapat dilakukan. Ke
bagian selatan kawasan ini terhenti pada daerah yang memiriki lereng
lebih besar, sehingga pertanian dengan irigasi teknis maupun setengah
tek,is sukar dilaksanakan. wilayah ini memiliki arear yang cukup
luas, dan untuk Kabupaten pemalang keseluruhan merupakan daerah
pertanian utama.

- Tanaman semusim lahan kerin g i#.2)

Daerah yang memiliki kelerengan besar terutama pada bagian selatan
atau wilayah yang tidak dapat diusahakan pertanian dengan irigasi

direkomendasikan . . . . . . . . . . . . . .  . .  (S)
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direkomendasikan untuk pefianian tanaman semusim lahan kering.
Di daerah penelitian kawasan ini mencakup lebih kurang 6,5 o/o dai
luas wilayah .

Perkebulan permanen (A3)

Perkebunan pennanen di daerah ini pada umumnya berupa tananran

tahunan pada lahan kering yang sudah ada dan sudah berkembang
cukup larna. Pada umumnya perkebunan ini bempa perkebunan kelapa
yang diusahakan masyarakat (perkebunan rakyat) lnaupun perkebunan
yang dikelola oleh perusahaan.

Perikanan Tambak A(B I )

Kegiatan perikanan tambak mencakup kawasan ra\va pasailg surut
berair payau hingga asin di sepanjang pantai, dan selama ini telah di
manfaatkan untuk kegiatan perikanan. Kawasan inipada daeralr teftentu
ke arah darat dapat mencapai lebar lebih dari 3 kq namun pada

beberapa ratus meter saja. Memperhatikan karakteristik wilayah. maka
kegiatan perikanan tambak ini mempunyai prospek yang baik apabila
dilakukan secara intensif dan dikelola dengan baik.
Daerah yang juga sangat berpotensi untuk perikanan tambak adalah
rataan lurnpur (muda flat) endapan baru yang pada umunmya nrasilr

merupakan lahan yang masih tebuka dan belum diusahakan. Wilayah
ini berbatasan langsung dengan laut, sebagian masih terendam air

laut. meskipun demikian pada beberapa bagian telah dibuat ser-t i f ikat
kep enri l ikann ya.

Perrnukinran kota (C l)

Sebagai konsukuensi dari pertambahan penduduk dau yang terletak

pada  (e )
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pada jalur prdat maka kota-kota kecamatan yarg terletak di kawasan
ini (Petarukan, comal dan tlujami) serta kota-kota yang lebih besar
(Pemalaug)  berpotensi  untuk berkembaug dau menjadi  pora
permukiman kota yang berangkai. pada beberapa tempat permukiman
kota ini bennula dari alih fuugsi lahan dari semula yang bempa rarran
pertanian.

Permukiman Desa (C2)

Permukiman yang dicirikan dengan kegiatan 'tarna berupa perrarriarr
ini juga akan berkemhang sebagaima'a daerah permukimarr k,ra
Perkembangan daerab pernukinran desa cenderung horizorrta r, ter ;rp i
pada beberapa tempat perubahan yang terjadi ber.cir ikan da.'rarr
perkotaan baru. sebagainrana halnya dengan per.nrukinrarr krra,
permukinran desa i ' i  sebagian juga berasal dari al ih funesi lah;rrr
pertanian, terutama sarvah.

l{utan lahan kering dan lahan basah (Dl darr D2)

Hutan yang d i lnaksud dararn pemer iau i ' i  adarah huta '  scbagai
sempadan sungai dan hutan maugrovez yang kada'g-kadang derrga'
jenis yang sar'a. Mangrove akan berfu'gsi sebagai penguat ta.ggrl
tambak dad abrasi laut da'juga sebagaipeneduh, dan tempat penrijaha,
jenis udang tel-f€nru. Selain dari jenis nrarrgrovejuga dijunqraiveg.,t,rsi
lain seperti wedusan (ipornea percapre), waru (habiscus firiaccrrs)
nipa (nypa fiuticaus), beluntas (prucca indica), jeruju (achanrus ilitifulitrsl
dan wrakas (accrostichum aureum). Jenis-jenis ini bemranfaat untuk
memperkuat stabilitas pasir pantai, ada yang tolerau terhadap air payau,
dan sebagai indikator lingkungan. Khusus untuk mangrove di wilayah
pantai direkomendasikan dapat berupa jalur memanjang
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pantai, juga pada daerah delta dan kir i-kanan sungai.

Pasir Pantai terbuka dan rekreasi (F I dan F2)

Pada beberapa kawasan yang berupa lahan terbuka ( pasir pantai

seyogyanya tetap dapat dilestarikan. dalam arti kata tidak diperuntukkan
bagi kegiatan lain. Hal ini karena berbagai kendala dan keterbatasan.

sehingga untuk.jalur hiiau pun tidak dirnungkinkan. Akan tetapi beberapa
kawasan yang telah berkenrbang urttuk obyek wisata (r 'ekreasi) dapat
lebih ditingkatkan, senlentara itu pada beberapa kawasan juga pulya

potensi untuk dikenrbangkan sebagai kawasan wisata pantai.

SALINAN , . .  ( l )
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SAl , INAN

I

. tAwA'r[N(;ArrPI. ]MERINTATI PROPINSI

s l . rRA' r '  KEPt i ' t 'USAN ( ;UBERNI jR . f  , \WA ' r  t ,N( ;A1l

NOMoR tE8.3/ lgJ l le ' )9

' I 'E  N 'TA  N  G

PI]NGI]S.{ IIA N PERATURAN DAERAH KA B I IPA TI.]N D,{ I] R,I I I'I'I N(;K,{'I' t I
PI ]MALANG NOMOR 13 TAI IUN I999 ' I 'EN' I 'AN(;  REN( 'ANA

't 'A'rA Rl141116 DAERAH PAN'l 'AI KAlrIIPAl' l l t \
DAER,\H T|Nf;KAT tt PI ' lN{AI,ANC

i\. ' lembasa

( ; t r  BERNI rR  JA \ \A ' l ' t .N ( ;A  r l

Surat Bupati Kepala l)aerah ' l ' ingkat 
l l  Pentalang talrgtsal

l0 Agrrstus 1999 Nolnor : 188 3l49qqll  lk per i lral Pennoholrarr

Pengesahart Peraturan Daer ah bcserta larrrpiran-lampirannva

a. bahrva .setelah diadakan peneli t iarr baik secara nraterial

rnaupun fbrnral atas peratural Daerah Kabupaten Daerah
'I ' ingkat 

l I  Pemalang Nonror l3 ' I 'ahurr lc)99 tentang

Rerrcana fata Rualrg Daerah ltalrtai Kabupaten Daerah
-l iugkat 

II  Pemalarg beserta lanrpiran-larnpirannnya dan
telah sesuai dengan Keputusan hesiden Nontor 34 "lahun

1990  t en tang  l ) engee  l o l aan  Kan ,asan  l . i ndung  d i
Dae rah ;

b. bahwa setelah diatiakan pcnyenipurlaan setragainrana

mesthya, rr)aka Peraturan f)aeralr tersebut dapat disetujui

untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubenrur.

l .  l indang-undang Nomor l0 Jahun l9-50 tentang Peur-

bentukan l\opinsi Jawa 
'ferrgah 

;

lVlengirrgat

\{e ngirrgat

2.  Undarrg-r rndar tg . . . . {z)
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[.lndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria ( l,embaran Negara Rqrublik
Indonesia Tahun I960 Nomor 104 Janrbahan l-enrbararr

Negara Republik Indonesia Nonrcr 2C43 ) ,

I tn ilaiig-ur,.dang Nomor 4'lahrur I982 tclrtang Keterrtuan
Pr.kok Peng*lolaan Linekurrgan Ilidup ( tr ernt,aran Negara

Republik {rr,. iorresia T'atrur: 1982 Nortror 12. 
- i 'arnbaharr

I.c,t- i tbaran l ' legara Steepublik l i idurrtr i* Nt'11'1,1q -r 186 ) .

I  Indi i rrg-rurdarrg ! ' iot tor 2-1 
' l ' i rhr ln 

!gq2 lr j r i l i t l ls Pcr lal i r i in

Ruang (  Lembelau  Nep.ara  I {c l rub l i k  l i rdcnes ia  
' l i r l r t r r r

io92  Nontor  I2 . ' l ' an tba i ra r r  I  r : rn i r ; l ra r r  Neg,ara  Re l l r rh l i k

i rrdonesia Nornor 3293 |  .

Ur i , J tng-undar ig  Repub l ik  lndonus ia  Nt l i r ro r  i2 ' l ' ahr r r i

i9t)9 tentang Femeriutahan Daerah ( Lenrharan Negara

[{epubl ik lndt]rresia lairun 1999 Nanrur (r i i .  ' la i r t t ia}ral t

l -elr ib lrar i  Fiegai 'a Repuhl ik l t t t lot tr :s ia [ \onror 3S39 ]  :

[ )er a{ i i ta l  Pcnier i l r tah Nt}nrtrr  l4 
' I 'a lrur i  

l9t l7 tentanp:

Pettycrahan Sebagian Urusart  Penrer i t r tahan di  Bidang

Pekerjaan (Jrnunr Kepada Daeralr  (  l .ernharan Negara

Republ ik lnt ionesia 
- l 'ahun 

1967 Nonror 25. 
' l 'a l rrbahan

I-enrbaran l . legara Republ ik Indonesia Norrror 3353 ) .

Peraturan Pemerintalr  Nomor 5l  lahun 1993 terrtarrg

Analisa Mcngenai Daurpak Lingkungan ( Lembanur Negara

Republ ik lndonesia Tahun l99l  Nornor 84. 
' fanrbahan

l.ernbaran Negara Republ ik [ndonesia Nonror 3438 ) :

2

-1

5

8. Keputusan (3 )
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8 .  Keputusa l t  Pres iden Non l r t r  l2  
' l ' ahr rn  

1990 ten tang

Pengelolaan Kawasatt  Lindung ;

t j .  Keputusan lv lerr ter i  Dalani Neeer- i  8,1- l l rhlrn l t )9-1 1e111611g

B e n t u k  P e r a t u r a n  l l r e i a h  d a r r  P e r a t u r a r r  l l a e r a t r

Pcnrhahatt .

l ( t  Peraturan i)aerah l l ropir ts i  [ ) ; t"-er; ih ' l ' inqkat l  . lan'a !uigi l i r

Noi lxrr '  8 
' I  

ahun l99J 11'1s1s11g Rcrrcarra 
' l  

ata l tuarrg, Wilai  alr

Prt ipiusi  l lacl i rh tr ' i r rgl .al  I  . f  an'a 
' l ' r r rg;rh 

i  l  r : : rrhlrai i  i  l r ruah

[ ] r r rp i r rs i  [ )ac r  i i l i  I  rneka i  I  . ] l r ra  
' l c ; ig , r ! '  

i r l r r r *  i ' ) ' q  t '

N o r r r o r  i  1

M FI ]VI I ]T' I  IS K ,{  N

l\ l  e lretap kan :

P i lR l -AMA .  Mengesahkar r  Pera turcn  l )acrah  Kabt rpa ten  Daera t r

t ' i r rgi 'at  I l  Penralang Nonror l3 
' fahun 

1999 1c:116x11g

Rencana 
' [ 'ata 

Ruang Daerah Pantai  Kahupate' t  l )aerah
"[ ' ingl<at I I  Pernalang.

KEDtIA :  Surat Keputussn ini  mulai  ber laku pada tanggal di tetap

kau
D i t e t a p k a n d i S e m a r a n g

pada tanggal 25 Oktober 1999

WAKII, GUBERNUR JAWA TENGATT

BTDANC TII

nd.
Ir. MULYA,DI WTDODO

SAI,INAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

I. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjen Depdagri ;

2. Bupati ..." (4)
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2 Brrpat i  Pettralal tp.  .

I  Kr t r r i l  t ) l ' t { l )  Kabt tpa tc l t  Per r ta la r lg  ;
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Tabel 2. karaktelistik Lahan Di daerair Pantai Pemalans

Karaktenstrk Lahal

-\ncaman Bencana Al^m

tekstur I pH
litas I titas j

N o Sarum Bentuk Lahan j ropograti

relief
I

Erosi lAbran ll-ongsor {Akren
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l
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i Bentukan Asal Hana

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/


